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BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan analisis Hierarcy

Procces dengan menggunakan expert choice maka ditarik kesimpilan

sebagai berikut :

1. Dalam menentukan strategi transparansi pengelolaan dana desa terhadap

pembangunan di desa Banfanuterdapat tiga aspek utama dalam

transparansi pengelolaan dana desa yaitu: aspek Transparansi dengan

bobot 0,507, aspek barang dan jasa 0,213dan aspek infrastruktur 0,280.

Dari ke 3 aspek tersebut dikatakan konsisten karena nilai rasionya lebih

kecil dari 0,10 maka dapat di katakan bahwa keputusan yang diambil oleh

responden cukup konsisten sehingga skala prioritas tersebut dapat

dimplementasikan sebagai kebijakan untuk mencapai sasaran.

2.Hasil dari prioritas strategi yang terdiri dari pelaksanaan, perencanaan,

pertanggung jawaban, penetapan Perdes, meningkatkan

PADes,pendapatan masyarakat, fasilitas,perawatan terhadap fasilitas dan

menerapkan telencenter, dari ke 9 alternatif tersebut yang menduduki

prioritas strategi pertama adalah meningkatkan pendapatan masyarakat

dengan bobot 0,157%, peningkatan PADes dengan nilai bobot 0,144%,

penetapan Perdes dengan nilai bobot 0,139%, pertanggung jawaban

dengan nilai bobot 0,135%, meningkatkan fasilitas dengan nilai bobot

0,113%, perencanaan dan pelaksanaan dengan bobot 0,087%, perawatan

terhadap fasilitas dengan bobot 0,086%, dan yang terakhir adalah strategi

menerapkan telecenter dengan nilai pereferensi 0,052%. Dari ke 9 strategi

tersebut dikatakan konsisten karena besarnya rasio konsistensi lebih kecil

dari 0,10 maka dapat dikatakan bahwa keputusan yang diambil oleh para

responden cukup konsisten, sehingga skala prioritas tersebut dapat

diimplementasikan sebagai kebijakan untuk mencapai sasaran.
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3. Mekanisme pengelolaan dana desa yang dikelola secara swakelola dan

adanya suatu aturan yang mengikat sebagai dasar hukum dalam

pengelolaan dana desa tersebut. Sebelum mengeksekusi program tersebut

terlebih dahulu pemerintah desa dalam hal ini kepala desa bersama

bendahara dan kasie/kaur sebagai pelaksana kegiatan mencairkan dana

terlebih dahulu dan membelanjakanya sesuai dengan besarnya biaya dari

program tersebut.

4. Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratn

Desa (BPD) dimulai dari proses perencanaan sampai pertanggung jawaban

yang berkaitan dengan program atau aturan dana desa.

5.2 Saran

1. Pemerintah desa disarankan agar selalu mensosialisasikan program yang

dikerjakan sehingga masyarakat bisa menilai apakah dalam proses

perencanaa sampai dengan pertangung jawaban bersifat terbuka atau tidak.

2. Pemerintah desa Banfanu hendaknya memberikan perhatian serius dalam

pengelolaan dana desa yang begitu besar untuk menggenjot pembangunan

didesa karena berdampak pada pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

3. Dalam pengelolaan dana desa perlu ketegasan dari Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan setiap program atau

aturan yang dibuatsehingga tidak terjadi kesalahan dan berdampak pada

hukum di kemudian hari.
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